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PUTUSAN

Nomor ......... IPdt.G/2019/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sei Rambai, 05 Juni 1980, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri

Hulu;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Taluk, 25 Maret 1980, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Februari 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor
......... /Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah
Nomor : 153/26/111/2001 tanggal 16 Maret 2001;
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2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Kepulauan Meranti
selama satu (1) tahun, kemudian pindah ke Kelurahan pangkalan Kasai,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan
(ba’da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ....... lahir di
Padang, tanggal 02 Februari 2002, anak tersebut sekarang diasuh oleh
Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekiranya pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :-
Bahwa Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan;
a. Bahwa Tergugat suka memukul jika sedang bertengkar;
b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir(kebutuhan ekonomi)
kepada Penggugat;
C. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan
tentang tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama orang tua
Penggugat, sedangkan tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugugat
dengan Tergugat pada bulan Desember 2018 saat mana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sampai saat ini tanpa saling menjalankan
kewajiban suami-istri;
7. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina
rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik
bagi Penggugat dan Tergugat;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:
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PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba’in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang

belaku;
SUBSIDAIR:
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in
person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di
persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa
mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan
perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan
Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat,
sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di
persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan

untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua
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Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

dengan akta dan saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:
1402064506810004 tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu,
fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap
oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat,
oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor:
153/26/111/2001 tanggal 13 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman,
fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap
oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat,
oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar
keterangan dari saksi | ......... , umur 30tahun, agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di RT.012 RW.003, Kelurahan Simpang
Empat Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan
sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2001 di
Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Kelurahan

Pangkalan Kasai, hingga pisah rumabh;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor ......... /Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan

anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup

rukun dan harmonis saja, namun semenjak dua tahun terakhir ini, mulai

terjadi perselisihan;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat,

dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

— Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar perselisihan Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal

semenjak bulan Desember 2018, sampai sekarang tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi I ......... , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tanggai, bertempat tinggal di RT.012 RW.003, Kelurahan Simpang Empat
Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di

bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2001 di
Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Kelurahan
Pangkalan Kasai, hingga pisah rumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup
rukun dan harmonis saja, hamun semenjak beberapa bulan terakhir ini,
mulai terjadi perselisihan;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat,
dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

— Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar perselisihan Penggugat
dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
semenjak bulan Desember 2018, sampai sekarang tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang
mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar
kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya
tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;
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B4

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar
Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan
demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan
dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka
alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai
dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada

Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49
Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan
sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa
sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di
persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa
antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah
bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat
dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis
Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena
itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti
yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan

alat bukti dua orang saksi yang bernama ......... dan ... ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ......... dan
......... yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah
cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan
keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang
diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama ......... yang menerangkan
bahwa Saksi melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat bahkan sejak Desember 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan
saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua ......... yang menerangkan
bahwa Saksi melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan
sejak Desember 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi

sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan
Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan
pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat
bukti saksi;
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Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil
dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan

Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan
perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat
perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150
R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat

(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan
yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah
melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang
dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain

sughra;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan.
Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat:
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1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama,;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) hruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,
serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Al
Jumat, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H dan
Mhd. Taufik, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hertina, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Mirdiah Harianja, M.H Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp540.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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